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ABSTRAK

Penjagaan laut dan pantai adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan
peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada
Presiden dan secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Menteri. Pangkalan Penjagaan
Laut dan Pantai merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktur Kesatuan Penjagaan Laut
dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan
tugas : (a) penyusunan rencana, program dan evaluasi (b) pelaksanaan operasi dan penegakan
peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai (c) pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran (d) pelaksanaan pengawasan dan
penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan
eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air (e) pemberian bantuan pencarian dan pertolongan
musibah di laut dan penanggulangan kebakaran (f) pelaksanaan pengamanan dan pengawasan
sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan (g) pelaksanaan
pelatihan dan pengawakan kapal dan instalasi (h) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan,
perbaikan dan dukungan logistik (i) pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan patroli laut, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan
dan memeriksa kapal di laut serta melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan kewenangan
penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dalam tindak pidana
pelayaran adalah suatu sistem yang dilakukan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak
pidana di bidang pelayaran, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang
pelayaran untuk memberikan jaminan keselamatan, ketertiban daan keamanan di bidang
pelayaran. Dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan PPNS dalam menyelesaikan kasus indak
pidana pelanggaran undang-undang nomor 17 tahun 2008 telah diatur dalam pasal 282,283 dan
ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 336. Kedudukan undang-
undang nomor 17 tentang pelayaran merupakan hukum positif di Indonesia. Sebagai aturan yang
bersifat lex specialist, Undang-undang nomor 17 tentang pelayaran didalamnya telah diatur
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semua hal tentang pelayaran, termasuk tentang siapa dan bagaimana tata cara pemeriksaan dan
penyelidikan tindak pidana terkait pelayaran dalam pasal 245 menyatakan bahwa kecelakaan
kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal
dan/atau jiwa manusia berupa : kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal

kandas.

Kata kunci :
PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara
kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari
total wilayah Indonesia merupakan wilayah
laut, dengan jumlah pulau sebanyak 17.499
pulau dan panjang garis Pantai 81.000 meter?.
Hal ini menjadikan Negara Indonesia
menduduki urutan kedua yang memiliki garis
pantai terpanjang di dunia yaitu sepanjang
54.716 km.2 Dengan kondisi goegrafis tersebut
, peranan transportasi laut bagi Indonesia sangat
strategis dan vital, tidak hanya dari aspek
ekonomi tetapi juga aspek politik, sosial dan
budaya serta pertahanan dan keamanan. Dari
aspek ekonomi, sektor transportasi laut sangat
berperan dalam menghubungkan satu pulau
dengan pulau lainnya sehingga aktivitas
perekonomian dapat berjalan secara lancer.
Disamping itu sektor transportasi laut berperan
dalam merangsang pertumbuhan ekonomi
daerah-daerah dan sebagai sarana penunjang
bagi daerah-daerah yang berkembang. Dari
aspek politik, sektor transportasi laut berperan
dalam menjaga integritas bangsa dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
disamping  sebagai sarana  pendukung
pelaksanaan administrasi pemerintahan ke
seluruh wilayah Indonesia. Sementara dari
aspek sosial budaya, sektor transportasi laut
berperan untuk memberikan sarana aksesbilitas
bagi masyarakat sehingga memungkinkan
terjadinya hubungan antara masyarakat pada
satu pulau dengan masyarakat di pulau lainnya.

Untuk  mempertahankan  eksistensi
Negara Indonesia sebagai suatu negara
kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka
perairan Indonesia sebagai bagian yang penting
dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan
ruang udara diatasnya harus  dapat
dipertahankan, dipelihara dan dilindungi.
Untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia
dan mewujudkan kondisi keamanan diwilayah
perairan Indonesia, maka perlu ada pelaksanaan
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penegakan hukum di laut dan penegakan
hukum di perairan Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum,
hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-
undang dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam hal ini yang dimaksud
dengan negara hukum adalah negara yang
berdiri diatas negara hukum yang menjamin
keadilan kepada warna negaranya. Keadilan
merupakan syarat bagi tercapainya
kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan
sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan
rasa Susila kepada setiap manusia agar menjadi
warga negara yang baik.

Untuk mewujudkan Negara Indonesia
sebagai negara hukum, maka penegakan hukum
sangat dibutuhkan, dalam hal ini penegakan
hukum dibidang pelayaran menjadi sangat
penting dan strategis dalam rangka menunjang
keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan
sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayaran
sehingga pelayaran dapat berjalan
berkelanjutan dengan lebih baik. Untuk itu
diperlukan penegakan hukum yang efektif pada
hukum materiil dan hukum formil yang
mengatur  kedudukan dan  kewenangan
penyidik, penuntut umum dan hakim disetiap
pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana
pelayaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan dan menganalisa data yang
diperoleh berupa data sekunder yang didukung
oleh data primer mengenai berbagai masalah
yang berkaitan dengan instansi dalam upaya
penegakan hukum diwilayah periaran laut
Indonesia sehingga memberikan gambaran
yang jelas dan lengkap mengenai peran instansi
terkait dalam bidang penegakan hukum
khususnya diwilayah periaran laut Indonesia
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sesuai perannya masing-masing sesuai Undang
Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial
menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah
proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman pelaku atau hubungan-
hubungan  hukum  dalam  berkehidupan
bermasyarakat dan bernegara khususnya dalam
dunia pelayaran. Penegakan hukum secara
konkret adalah berlakunya hukum positif dalam
praktek seharusnya patut dipatuhi.

Penegakan hukum dalam tindak pidana
pelayaran adalah suatu sistem yang dilakukan untuk
melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang pelayaran, sesuai dengan amanat Undang-
undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran
untuk memberikan jaminan keselamatan, ketertiban
daan keamanan di bidang pelayaran. Penjagaan laut
dan pantai adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi penjagaan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di laut dan pantai yang
dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden
dan secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh
Menteri. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai
merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (1)
penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas : (a)
penyusunan rencana, program dan evaluasi (b)
pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran di
perairan laut dan pantai (c) pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana
pelayaran (d) pelaksanaan pengawasan dan
penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah

air,  penyelaman, instalasi/eksplorasi ~ dan
eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air (e)
pemberian bantuan pencarian dan pertolongan
musibah di laut dan penanggulangan kebakaran (f)
pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana
bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan
pencemaran di perairan (g) pelaksanaan pelatihan
dan pengawakan kapal dan instalasi (h) pelaksanaan
pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan
logistik (i) pelaksanaan urusan administrasi dan
kerumahtanggan. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana pasal 277, penjaga laut dan pantai
mempunyai kewenangan untuk melaksanakan
patroli laut, melakukan pengejaran seketika,
memberhentikan dan memeriksa kapal di laut serta
melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan
kewenangan penjaga laut dan pantai melaksanakan
tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Penegakan hukum dalam tindak pidana
pelayaran adalah suatu sistem yang dilakukan untuk
melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang pelayaran, sesuai dengan amanat undang-
undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran
untuk memberikan jaminan keselamatan, ketertiban
daan keamanan di bidang pelayaran. Dalam
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang
pelayaran dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil  (PPNS). Kewenangan PPNS dalam
menyelesaikan kasus indak pidana pelanggaran
undang-undang nomor 17 tahun 2008 telah diatur
dalam pasal 282,283 dan ketentuan pidananya
terdapat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 336.
Kedudukan undang-undang nomor 17 tentang
pelayaran merupakan hukum positif di Indonesia.
Sebagai aturan yang bersifat lex specialist, Undang-
undang nomor 17 tentang pelayaran didalamnya
telah diatur semua hal tentang pelayaran, termasuk
tentang siapa dan bagaimana tata cara pemeriksaan
dan penyelidikan tindak pidana terkait pelayaran
dalam pasal 245 menyatakan bahwa kecelakaan
kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal
yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau
jiwa manusia berupa : kapal tenggelam, kapal
terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas.
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KESIMPULAN

Pemerintah dalam upaya mencegah tindak
pidana pelayaran diwilayah perairan laut dan
pantai telah melakukan berbagai kebijakan,
baik melalui kebijakan legislasi yaitu membuat
peraturan  perundang-undangan  berkaitan
dengan tindak pidana pelayaran sesuai dengan
yang tercantum dalam Undang-undang nomor
17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Upaya
pengamanan wilayah laut dilakukan melalui
optimalisasi peran Instansi terkait khususnya
dalam penegakan hukum dilaut yang menjagi
tugas Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai
dengan menugaskan PPNS sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.
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